
2026 2027 2028 2029 2030

1. Nilai Indeks 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi (IEPK)

3.025 

(Level 3)

3.050 

(Level 3)

3.075 

(Level 3)

3.100 

(Level 3)

3.125 

(Level 3)

1. Tindak lanjut 

Rekomendasi 

BPK Tahun 

Anggaran N-1

83% 1. Pengawasan 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah

Terlaksananya 

pengawasan kinerja 

pemerintah daerah

Jumlah laporan hasil 

pengawasan kinerja 

pemerintah daerah

3 Laporan

2. Nilai Survei 

Penilaian 

Integritas (SPI)

75,00 

(Waspada)

77,00 

(Waspada)

78,00 

(Terjaga)

79,00 

(Terjaga)

80,00 

(Terjaga)

2. 84% 2. Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

Terlaksananya 

pengawasan 

keuangan 

pemerintah daerah

Jumlah laporan hasil 

pengawasan 

keuangan

pemerintah daerah

39 Laporan

91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 3. Reviu Laporan 

Kinerja

Terlaksananya reviu 

laporan kinerja 

Jumlah laporan hasil 

reviu laporan kinerja

12 Laporan

4. Reviu Laporan 

Keuangan

Terlaksananya reviu 

laporan keuangan 

Jumlah laporan hasil 

reviu laporan 

keuangan

12 Laporan

5. Pengawasan Desa Terlaksananya 

pengawasan desa

Jumlah laporan hasil 

pengawasan desa

21 Laporan

6. Kerjasama 

Pengawasan 

Internal

Terlaksananya 

kerjasama 

pengawasan internal

Jumlah kesepakatan 

pengawasan internal 

yang terbentuk

1 Kesepakatan

7. Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK 

RI dan Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan BPK RI 

dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan 

APIP

Jumlah dokumen 

hasil monitoring dan 

evaluasi tindak lanjut 

hasil pemeriksaan 

BPK RI dan tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan APIP

10 Dokumen

8. Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah

Tertanganinya 

penyelesaian 

kerugian negara / 

daerah

Jumlah laporan 

penyelesaian 

kerugian 

negara/daerah yang 

ditangani

6 Laporan

9. Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Terlaksananya 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu

Jumlah laporan hasil 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu

28 Laporan

Indeks Layanan 

Kepuasan 

Stakeholder

82% 85% 88% 90% 95% 10. Perumusan 

Kebijakan Teknis 

di Bidang 

Pengawasan

Tersusunnya 

dokumen kebijakan 

teknis dibidang 

pengawasan

Jumlah rekomendasi 

kebijakan teknis di 

bidang pengawasan 

yang disusun

2 Rekomendasi

11. Perumusan 

Kebijakan Teknis 

di Bidang Fasilitasi 

Pengawasan

Tersusunnya 

dokumen kebijakan 

teknis dibidang 

fasilitasi 

pengawasan

Jumlah rekomendasi 

kebijakan teknis di 

bidang fasilitasi 

pengawasan yang 

disusun

4 Rekomendasi

12. Pendampingan 

dan Asistensi 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

pendampingan, 

asistensi urusan 

pemerintahan 

daerah

Jumlah perangkat 

daerah yang 

dilakukan 

pendampingan dan 

asistensi urusan 

pemerintahan 

daerah

30 Perangkat 

Daerah

13. Pendampingan, 

Asistensi, 

Verifikasi, dan 

Penilaian 

Reformasi 

Birokrasi

Terlaksananya 

pendampingan, 

asistensi, verifikasi, 

dan penilaian 

Reformasi Birokrasi

Jumlah perangkat 

daerah yang 

dilakukan 

pendampingan, 

asistensi,verifikasi, 

dan penilaian 

Reformasi Birokrasi

15 Perangkat 

Daerah

100%

4. Pendampingan 

dan Asistensi

Meningkatnya 

sistem 

pengendalian 

intern 

pemerintah

93%

Indikator Sub 

Kegiatan

Target Sub 

Kegiatan

1. PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN

Menurunnya 

terjadinya 

penyelewengan 

atau 

penyimpangan, 

baik yang 

bersifat 

anggaran 

maupun proses 

dan 

kewenangan

1. Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

Meningkatnya 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

Daerah

2. Penyelenggaraan 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu

Meningkatnya 

tingkat 

kepatuhan 

terhadap 

kebijakan 

organisasi atau 

peraturan 

pemerintahan

1. Jumlah objek 

pemeriksaan 

yang diperiksa 

berdasarkan 

PKPT 

 98 Entitas

2. Jumlah 

kegiatan 

pengawasan 

inernal yang 

dilaksanakan

98 Kegiatan

Jumlah 

pengawasan 

dengan tujuan 

tertentu yang 

dilaksanakan

Sasaran Kegiatan
Sasaran Sub 

Kegiatan

34 Kegiatan

3.050      

(Level 3)

3. Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

dan Fasilitasi 

Pengawasan

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

TAHUN ANGGARAN 2026

TUJUAN Indikator Tujuan Target SASARAN
Indikator 

Sasaran

Target
PROGRAM

Sasaran 

Program
Indikator Program

Target 

Program
KEGIATAN Indikator Kegiatan

Target 

Kegiatan
SUB KEGIATAN

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengawasan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah

3.21 

(Level 3)

1. Persentase 

terlaksananya 

kegiatan 

pendampingan 

dan asistensi 

pada 

perangkat 

daerah

Tindak lanjut 

Hasil 

Pengawasan  

APIP Tahun 

Anggaran N-1

Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern 

Pemerintah (PK-

APIP)

Meningkatnya 

Kualitas 

Pendampingan 

dan Asistensi

2. PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN 

ASISTENSI

1. Meningkatnya 

Integritas dan 

Penurunan 

Potensi Korupsi 

di Pemda

3. Nilai 

Monitoring 

Controlling 

Surveilance for 

Prevention 

(MCSP) KPK

2. Meningkatnya 

Kepuasan 

Stakeholder 

terhadap 

Kualitas Layanan 

Pengawasan

Tersusunnya 

pedoman dan 

kebijakan yang 

dapat 

meningkatkan 

kualitas 

pengawasan

Persentase 

kebijakan teknis di 

bidang 

pengawasan dan 

fasilitasi 

pengawasan yang 

dirumuskan



14. Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi

Terlaksananya 

koordinasi, 

monitoring dan 

evaluasi serta 

verifikasi 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi

Jumlah kegiatan 

koordinasi, 

monitoring dan 

evaluasi serta 

verifikasi 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi

4 Kegiatan

15. Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi 

Penegakan 

Integritas

Terlaksananya 

pendampingan, 

asistensi dan 

verifikasi penegakan 

integritas

Jumlah perangkat 

daerah yang 

dilakukan 

pendampingan, 

asistensi dan 

verifikasi penegakan 

integritas

15 Perangkat 

Daerah

16. Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Tersusunnya 

dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan  

perangkat daerah 

11 Dokumen

17. Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Tersedianya laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD dan 

laporan hasil 

koordinasi 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD dan 

laporan hasil 

koordinasi 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

1 Laporan

18. Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Jumlah laporan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

4 Laporan

19. Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

PNS

Tersedianya gaji dan 

tunjangan ASN

Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN

60 Orang / 

Bulan

20. Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Tersedianya 

administrasi 

pelaksanaan tugas 

ASN

Jumlah dokumen 

hasil penyediaan 

administrasi 

pelaksanaan tugas 

ASN

12 Dokumen

21. Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Tersedianya laporan 

keuangan akhir 

tahun SKPD dan 

laporan hasil 

koordinasi 

penyusunan laporan 

keuangan akhir 

tahun SKPD

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun SKPD dan 

laporan hasil 

koordinasi 

penyusunan laporan 

keuangan akhir 

tahun

SKPD

2 Laporan

22. Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan

/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Tersedianya laporan 

keuangan bulanan/ 

triwulanan/ 

semesteran SKPD 

dan laporan 

koordinasi 

penyusunan laporan 

keuangan bulanan/ 

triwulanan/ 

semesteran SKPD

Jumlah laporan 

keuangan bulanan/ 

triwulanan/ 

semesteran SKPD 

dan laporan 

koordinasi 

penyusunan laporan 

keuangan bulanan/ 

triwulanan/ 

semesteran SKPD

12 Laporan

7. Administrasi 

Barang Milik Daerah 

pada Perangkat 

Daerah

Terdatanya BMD 

perangkat 

daerah dengan 

baik

90% 23. Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Terlaksananya 

penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Jumlah laporan 

penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

12 Laporan

100% 5.Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Tersedianya 

dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat 

daerah

100%

Persentase 

dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang disusun dan 

dilaporkan tepat 

waktu

Persentase unit 

kerja yang 

memperoleh 

pelayanan 

administrasi 

keuangan

6.Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Meningkatnya 

persentase unit 

kerja yang 

memperoleh 

pelayanan 

administrasi 

keuangan

70,15 (BB) 72,00 

(BB)

3.PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / 

KOTA

Terpenuhinya 

kebutuhan 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase unit 

kerja yang 

mendapatkan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

67,00 (B) 69,00 (B)65,00 (B)3. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengawasan 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah

3.21 

(Level 3)

100%

Persentase BMD 

perangkat daerah 

yang terdata 

dengan baik



24. Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

Terdata dengan 

tertibnya 

administrasi 

kepegawaian kantor

Jumlah dokumen 

pendataan dan 

pengolahan 

administrasi 

kepegawaian

35 Dokumen

25. Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Terpenuhinya 

pegawai yang 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan 

berdasarkan

tugas dan fungsi

Jumlah pegawai

berdasarkan tugas 

dan fungsi yang 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

40 Orang

26. Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Terpenuhinya 

pegawai yang 

mendapatkan 

bimbingan teknis 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah orang yang 

mengikuti bimbingan 

teknis Implementasi

peraturan 

perundang-

undangan

20 Orang

27. Penyediaan 

Komponen 

instalasi Listrik / 

Penerangan 

bangunan kantor

Tersedianya 

komponen instalasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor

Jumlah paket 

komponen instalasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

12 Paket

28. Penyediaan 

Peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Tersedianya 

peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah paket 

peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang disediakan

40 Paket

29. Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya 

peralatan rumah 

tangga

Jumlah paket 

peralatan rumah 

tangga yang

disediakan

25 Paket

30. Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Tersedianya bahan 

logistik kantor

Jumlah paket bahan 

logistik kantor yang 

disediakan

12 Paket

31. Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Tersedianya barang 

cetakan dan 

penggandaan

Jumlah paket barang 

cetakan dan 

penggandaan yang 

disediakan

5 Paket

32. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang – 

undangan

Tersedianya bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah dokumen 

bahan bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

5 Dokumen

33. Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Terlaksananya 

penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

Jumlah laporan 

penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

34 Laporan

34. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Tersedianya jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Jumlah laporan 

penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

yang disediakan

12 Laporan

35. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Tersedianya jasa 

pelayanan umum 

kantor

Jumlah laporan 

penyediaan jasa 

pelayanan umum 

kantor yang 

disediakan

12 Laporan

36. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Tersedianya jasa 

pemeliharaan dan 

pajak kendaraan 

perorangan dinas 

atau kendaraan 

dinas jabatan

Jumlah kendaraan 

perorangan dinas 

atau kendaraan 

dinas jabatan yang 

dipelihara dan 

dibayarkan pajaknya

35 Unit

37. Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Terlaksananya 

pemeliharaan 

peralatan dan mesin 

lainnya

Jumlah peralatan 

dan mesin lainnya 

yang dipelihara

40 Unit

100%

100%8.Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Meningkatnya 

disiplin 

kepegawaian 

perangkat 

daerah

Persentase 

pegawai yang 

memperoleh 

pelayanan 

administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah

70,15 (BB) 72,00 

(BB)

3.PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / 

KOTA

Terpenuhinya 

kebutuhan 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase unit 

kerja yang 

mendapatkan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

67,00 (B) 69,00 (B)65,00 (B)3. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah

100%

100%

9.Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

Meningkatnya 

ketersediaan 

pelayanan 

administrasi 

umum perangkat 

daerah

Persentase unit 

kerja yang 

mendapatkan 

pelayanan 

administrasi 

umum perangkat 

daerah

90%

11.Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Meningkatnya 

ukuran 

pemeliharaan 

BMD sesuai 

dengan RKPBMD 

perangkat 

daerah

Persentase 

terpenuhinya 

pelayanan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

terpenuhinya 

pemeliharaan 

BMD sesuai 

dengan RKPBMD 

perangkat daerah

10.Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Meningkatnya 

pelayanan 

penunjang 

urusan Pemda



38. Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya 

pemeliharaan/ 

rehabilitasi gedung 

kantor dan 

bangunan Lainnya

Jumlah gedung 

kantor dan 

bangunan Lainnya 

yang dipelihara/ 

direhabilitasi

1 Unit

39. Pemeliharaan / 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya 

pemeliharaan / 

rehabilitasi sarana 

dan prasarana 

pendukung gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya

Jumlah sarana dan 

prasarana 

pendukung gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya 

yang dipelihara/ 

direhabilitasi

5 Unit

NIP. 19770325 199612 1 001

Kuala Pembuang, 3 Januari 2026

Inspektur Daerah,

NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

100%11.Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Meningkatnya 

ukuran 

pemeliharaan 

BMD sesuai 

dengan RKPBMD 

perangkat 

daerah

Persentase 

terpenuhinya 

pemeliharaan 

BMD sesuai 

dengan RKPBMD 

perangkat daerah
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